
 

 

 

 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 14 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PADA  

PT. BANK LAMPUNG (PERSERO)  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 
Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat pada PT. Bank Lampung 

(PERSERO). 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3472) sebagaimana yang telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 182); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 



Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756); 

9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 

pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4934); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5589); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 



Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 32); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 

Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5). 

 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  

dan 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULANG 
BAWANG BARAT PADA PT. BANK LAMPUNG (PERSERO). 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada PT. Bank Lampung 
(PERSERO) (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
45) diubah sebagai berikut :   

 
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 3 

 
(1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan 

modal pada PT. Bank Lampung dalam bentuk uang yang bersumber 
dari APBD. 

(2) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Lampung sebagaimana 
dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh 

milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 

a. penyertaan modal daerah yang telah disetor kepada PT. Bank 

Lampung (Persero) pada Tahun Anggaran 2012 sebesar                            
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 



b. penyertaan modal daerah yang telah disetor kepada PT. Bank 

Lampung (Persero) pada Tahun Anggaran 2013 sebesar                                   
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 

c. jumlah penyertaan modal daerah yang telah disetor kepada PT. 
Bank Lampung (Persero) sampai dengan Tahun Anggaran 2013 

sebesar         Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). 

(3) Pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 4 

 
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan 

kepada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan 
ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat dan PT. Bank Lampung. 
 
 

Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. 
 
 

   Ditetapkan di Panaragan 

pada tanggal 30 Desember 2014                        
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 

       dto 

 

   UMAR AHMAD 
 

Diundangkan di Panaragan 

pada tanggal 31 Desember 2014                        
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

 

       dto 

PARYANTO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014  
NOMOR 14  
Salinan sesuai dengan aslinya 

      Kepala Bagian Hukum,  

  

     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
     Pembina 

     NIP. 19770409 200212 1 008 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

PROVINSI LAMPUNG: 



PENJELASAN  

 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  

NOMOR 14 TAHUN 2014 
 

 TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PADA PT. BANK LAMPUNG (PERSERO)   

 

I. UMUM 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk 

menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan 
daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah 

pada badan usaha yang teraudit dinyatakan sehat dan layak serta dapat 
memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan 
pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang.  

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menginvestasikan 

modalnya dengan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Lampung pada 
Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah), 

pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard 
Rupiah), sehingga nilai total penyertaan modal daerah pada PT. Bank 
Lampung sampai dengan Tahun 2013 berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua 

Milyard Rupiah). Dengan mempertimbangkan perkembangan kinerja 
perseroan dan proyeksi kemampuan keuangan daerah kedepan, maka 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan penambah 
besaran nilai penyertaan modal pada PT. Bank Lampung sebesar Rp. 

10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah) sehingga penambahan 
penyertaan modal yang belum terealisasi sebesar Rp. 8.000.000.000,- 
(Delapan Milyard Rupiah) dan akan disetorkan berdasarkan kemampuan 

keuangan daerah. 
 

Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2015 dan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, penambahan 

penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
sebagai payung hukum yang menjadi landasan dalam mengelola asset-

asset daerah dalam bentuk kebijakan yang mengatur tentang penyertaan 
modal.  



Bahwa untuk memberikan landasan dan dasar hukum Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga terealisasinya besaran 
penambahan nilai penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Lampung 

maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Perseroan Terbatas Bank 
Lampung.  

 
II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup Jelas. 
Pasal II 

Cukup jelas. 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 55 

 

 


